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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan permasalahan yang ada dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK 

menjadi UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK 

menjadikan lembaga ini berubah kedudukannya menjadi 

lembaga negara dibawah kekuasaan rumpun eksekutif 

yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya 

bersifat independen dan bebas dari campur tangan 

manapun. Perubahan posisi atau kedudukan KPK ini 

merupakan sebuah konsekuensi dari dilakukannya 

perubahan terhadap UUD 1945 yang mengakibatkan 

munculnya berbagai penafsiran mengenai lembaga negara 

karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 

terkait aturan lembaga negara bantu. Perubahan posisi 

atau kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu di 

Indonesia tidaklah terlepas dari dinamika perpolitikan 

yang terjadi di Indonesia, dan perubahan tersebut 

menimbulkan dampak yang besar bagi perkembangan 
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Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan semakin 

melemahkan kinerja KPK. 

2. Implikasi dari perubahan kedudukan KPK menjadi 

lembaga dalam rumpun eksekutif ini banyak memangkas 

kewenangan KPK terutama dengan adanya Dewan 

Pengawas. Walaupun demikian, KPK masih memiliki 

sifat independen akan tetapi independensi yang dimiliki 

KPK ini hanya sebatas dalam menjalankan fungsi dan 

kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.  

 

B. Saran 

1. Pemerintah hendaknya harus lebih memperhatikan dan 

mempertimbangkan setiap keputusan yang dikeluarkan 

berupa Undang-Undang tentang kedudukan setiap 

lembaga negara yang ada terlebih dengan lembaga negara 

bantu (auxiliary state organ), agar lebih jelas 

kedudukannya dalam ketatanegaraan Indonesia, fungsi 

juga kewenangannya. Apakah akan memperkuat lembaga 

tersebut atau sebaliknya, dan agar tidak terjadinya konflik 

antar lembaga negara.  

2. Penulis berharap agar pemerintah membuat suatu aturan 

atau perundang-undangan tentang syarat-syarat berdirinya 

lembaga negara bantu (auxiliary state organ), yang 

didalamnya dijelaskan secara rinci tentang auxiliary state 

organ, dan penulis berharap agar pemerintah menguatkan 
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kedudukan lembaga negara bantu yang masyarakat 

anggap penting untuk mendukung kemajuan negara 

Indonesia dan menciptakan negara yang bebas dari 

Korupsi Kolusi dan Nepotisme.  

 


